LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S- 22,4 IPK/2019

Tanggal : ) DU’V\:1 2019
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Kode Daerah: 1613 . - i _
No. |- - Materi Raperda Rumusan Raperda -~ - N - Rekomendasi Keterangan
1. | Nama Pasal 2 Telah sesuai dengan UU No. 28
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Tahun 2009.
retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2. | Objek Pasal 3 Telah sesuai dengan UU No. 28
Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Tahun 2008.
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan
jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau
dipergunakan oleh masyarakat.
3. | Subjek Pasal 4 Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Subjek Retribusi Orang Pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan
pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Waijib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Refribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi.

4. | Golongan Retribusi

Pasal 6
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk Golongan Retribusi

Jasa Umum,

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

5. | Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terhutang
dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pemeriksaan
alat pemadam kebakaran dengan tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.




dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemeriksaan alat
pemadam kebakaran.

Prinsip Penetapan
Strukiur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif refribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa penetapan tarif hanya unfuk menutup sebahagian biaya.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 9
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam
kebakaran.
(2) Struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Racun Api Pertahun Terhadap:
a. Bangunan dan Ruang:
1. Racun Api Ukuran 1 (satu) — 2 (dua) Kg Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
/Pertabung;

Pasal 9
(1) Struldur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam

kebakaran.
(2) Struktur dan besarnya Reiribusi Pemeriksaan Racun Api Pertahun Terhadap:

a. Bangunan dan Ruang:
1. Racun Api Ukuran 1 (satu) — 2 (dua) Kg Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
[Pertabung;

1. Pemakaian Mobil Pemadam

Kebakaran di luar bencana
kebakaran tidak termasuk
objek Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran.

2. Pemakaian Mobil Pemadam

Kebakaran di luar fungsinya

2. Racun Api Ukuran 2,5 (dua koma lima) - 4,5 (empat koma lima) Kg 2. Racun Api Ukuran 2,5 {dua koma fima) - 4,5 (empat koma lima) Kg dapat dikenakan Retribusi
Rp. 8.000,- {delapan ribu rupiah) /Pertabung; Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) /Pertabung; Pemakaian Kekayaan
3. Racun Api Ukuran 5 (lima) - 9 (sembilan) Kg Rp. 10.000,- (sepuluh 3. Racun Api Ukuran 5 (lima) — 9 (sembilan) Kg Rp. 10.000,- (sepuluh Daerah.
ribu rupiah)/Pertabung; dan ribu rupiah)/Pertabung; dan
4. Racun Api Ukuran 9 (sembilan) Kg atau Lebih Rp. 15.000,- (lima belas 4. Racun Api Ukuran 9 (sembilan) Kg atau Lebih Rp. 15.000,- {lima belas
ribu rupiah) /Pertabung. ribu rupiah} /Pertabung.
b. Kendaraan Bermator Umum b. Kendaraan Bermafor Umum
Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang beroperasi Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang beroperasi
dalam daerah dikenakan tarif sebagai berikut: dalam daerah dikenakan tarif sebagai berikut:
No| Jenis Kendaraan Bermotor |Ukuran Tabung | Jumlah | Besarnya Tarif No| Jenis Kendaraan Bermotor |Ukuran Tabung | Jumlah | Besarnya Tarif
Umum Apiyang | Tabung [retribusi Pertabung Umum Apiyang | Tabung [retribusi Pertabung
Digunakan /Kir (Rp) Digunakan /Kir (Rp)
1. | Mobil Penumpang Umum 12 Kg 1Th 5.000,-| || 1. | Mobil Penumpang Umum 1-2 Kg 1Tb 5.000,-
2. | Mobil Bus Umum 1-2 K9 1Th 10.000,-| |] 2. | Mobil Bus Umum 1-2 K9 1Tb 10.000,-
3. | Mobil Bus Khusus 1-2 Kg 1Tb 5.000,-] {{ 3. | Mobil Bus Khusus 1-2 Kg 17Tb 5.000,-
4. | Mobil Truck Umum 1-2 Kg 1Tb 10.000,-| || 4. | Mobil Truck Umum 1-2 Kg 1Tb 10.000,-
5. | Mobil Truk Tidak Umum 1-2 Kg 1Tb 5.000,-| {| 5. | Mobil Truk Tidak Umum 1-2 Kg 1Tb 5.000,-
6 | Mobil Pick Up/Taksi 1-2 Kg 1Tb 5.000,-| || 6 | Mobil Pick Up/Taksi 12 Kg 1Tb 5.000,-
7. | Mobil Tangki BBM/CPO/Gas 5-8 Kg 27Th 25.000,-| || 7. | Mobil Tangki BBM/CPO/Gas 58 Kg 2Tb 25.000,- .
.
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(3) Struktur dan Besarnya Retribusi Femeriksaan Hydrant Halaman dan Gedung

(3) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant Halaman dan Gedung
Pertahun:

Pertahun:
No Hydrant Halaman Hydrant Box Besarnya Tarif Retribusi | |{ No Hydrant Halaman Hydrant Box Besarmnya Tarif Retribusi
Hydrant /Titik Hydrant /Titik
Luas Jumiah Luas Jumlah | Halaman Gedung Luas Jumiah Luas Jumlah { Halaman Gedung
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 1 1s/d600m? | 1Titk | 1s/d600m2| 1 Titik | 50.000,- 25.000,- {[| 1 | 1s/d600 m2 1 Titik | 1s/d600m2| 1 Titik | 50.000,- 25.000,-

1s/d800m2 | 1Titik | 1s/d800m?2| 1 Titik |50.000,- 25,000,- 1s/d800m? | 1Titik | 1s/d800m2| 1 Titk 50.000,- 25.000,-
3 | 1s/d1000m2 | 1 Titik | 1s/d 1000 m2| 1 Titik | 50.000,- 25.000,- [{{ 3 | 1s/d1000m2| 1 Titik | 1s/d 1000 m2| 1 Titik | 50.000.- 25.000,-

Dst Dst

(4) Struktur dan besarnya Refribusi pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan
Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut:

a. jumlah sprinkler 4m x 4m  Rp. 2.500,-/Titik;
b. smoke detector Rp. 1.000,/Titik;
c. head detector Rp. 1.000-/Titik;
d. break glass Rp. 1.000,-Titik;
e. alarm Rp. 1.000,-/Titik;
f. lampu indikator Rp. 1.000,-/Titik;
g

. Siamese connection Rp. 1.000,-Titik.

(4) Strukfur dan besamya Retribusi pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan
Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut:

a. jumlah sprinkler 4m x 4m  Rp. 2.500,-/Titik;
b. smoke detector Rp. 1.000,-/Titik;
c. head detector Rp. 1.000,/Titik;
d. break glass Rp. 1.000,-/Titik;
e, alarm Rp. 1.000,-Titik;
f. lampu indikator Rp. 1.000,-Titik;
g. Siamese connection Rp. 1.000,-Titik.

Pasal 10

(1) Tarif refribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarf retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan farif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Wilayah Pemungutan

Pasal 11
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut di wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Penentuan Pembayaran,
Tempat Pembayaran,
Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen fain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2008.

b
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(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan refribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

10.

Sanksi:
a. Administratif

Pasal 24

(1) Dalam hal Wajib Retribust tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%
(dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 24
Dalam hal Waijib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
per seralus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Tata Cara Penagihan dapat
dicantumkan dalam Pasal
tersendiri.

(3) Ke i mengena-ata—cara-oenaaihan-Relrbusidiatuedenaan
Boraturan-Bupati:
b. Pidana Pasal 25 - Telah sesuai dengan UU No. 28
(1) Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Tahun 2009.
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fidak mengurangi
kewajiban retribusi untuk membayar retribusi,
Pasal 26 Pasal 26 Denda pidana merupakan
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan | Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan | penerimaan negara, sesua
daarah. negara. dengan Pasal 178 UU No. 28
Tahun 2009.
11. | Penagihan - Pasal ... Ditambahkan 1 (satu) pasal yang

(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului
dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(2) Suratteguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus
melunasi refribusi yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk.

mengatur penagihan refribusi,




12.

Penghapusan Piutang
Retribusi yang
Kedaluwarsa

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Refribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi,

(2) Kedaluwarsa penagihan Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika;

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009,

13.

Tanggal Mulai
Berlakunya

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

14.

Lain-lain

Pemanfaatan Retribusi

Pasal 13

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan pemeriksaan danfatau pengujian alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28

Tahun 2009.
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Keberatan

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Waijib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Refribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Pasal 17

(1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah
Daerah.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.




:

(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untuk menghitung besamya Retribusi.

Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Retribusi

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupali tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.,

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per
seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelehihan pembayaran
Retribusi.

(7) Tala cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.
Jakarta, 20 2und 2019

a.n. Direktux Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
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